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BUPATI TOBA SAMOSIR
PROPINS] SUMATERA UTARA

FERATURAN DAERAH KABUPATEN TCBA SAMOSIR

NOMOR & TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa untuk melindung seluruh masyarakar, memajukan
kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial
perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
masalah Kesejanteraan Sosial perlu dilaksanakan sécara
terencana, terarah dan berkelanjutan;

bahwa dalam penyelenggaraan masalah Kesejahteraan
Sosial dilakssnakan secara simultan diperluken sebuah
piiakan  yuridis bagi daerah sebagai pedoman
penyelenggaraan dan penanganan penvandang masalah
kesejahteraan sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggarsan Kesejahleraasn
Sosal,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, '

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahterasan Anak (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 1998
Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat 1I Mandailing
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1998
Nomor 188, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomoaor 3744 ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998
Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 190, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3766); '

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 165, Tambzahan Lembaran Negara Nomor 3886) ¢
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002
Nemor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangea
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
Tertang Sistem Jaminan Sosial Nastonal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4456 ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4720) ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangarn Bencana (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4723,
Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesglahteraan Scosial (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penangenan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Repuhlik Tndenesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5235) ;
LTndang—T_undarjg Republik Indonesia Nomeor 19 Tahun 2011
Pentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penvandang
Disabilitas (Lemmbaran Negara Republik Indonesiz Tahun
2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3886)
UndafngnUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penvelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
Undang-Undang Republik Indongsia Nomor 18 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambzhan Lembaran
Negara Nomor 5571);
Undang-Undang Republik Indeonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonegsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambsahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 Tentang
Pemerntahan Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomior 69, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3871) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan GCelandangan Dan Pengemis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3177) ;



20,

21,

22,

23

24,

26.

27,

28,

28,

30.

31.

32,

33

34,

Peraturarn Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4451 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penvelenggaraan Kesejahteraan Sosial [Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyvarakat bag! Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5677);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 5887);

Peraturan Menterl Sosial Republik Indonesia Nomor B
Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan
Data Penyandang Masaiah Kesejahteraan Sosial dan
Potensi dan Sumber Kesejahiteraan Sosial;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesiz Nomor 22

Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan
Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial ;

Peraturan Menteri Seosizl Republik Indonsesia Namar 0]
Tahun 2015 tentang Standar lembaga Penvelenggaraan
Rehahilitasi Sosial Tuna Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomior 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkaltur Dinas Sosial
Daerah Propinsi Dan Dinas Scsial Daerah Kabupaten/Kora
¥

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan
Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial ;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesiza Nomor 15
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan
dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagl Penanganan
Fakir Miskin |

Peraturan Menterli Sosial Republik Indonssia Nemor 25
Tahun 2017 tentang Lembaga Konsuliasi Kesejahteraan
Keluargs ;

Peraturan Mentert Sosial Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tertang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
La.!*.jut Usia |

Peraturan Mentert Sosial Republik Indonesia Namor 6
Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Orang dengan Muman Immunedeficiency Virus Acquired
Immunodeficiency Syndrome | _
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor ©
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayvanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Pravinsi dan Kabupaten/Kota!

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12
Tehun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan
Penanganan Pemasungan bagi Pemyandang Disabilitas
Mental ;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2018 tentang Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu
untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;



36, Peraturan Daerah Kabupsten Toba Samesir Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Yang Melakukan Pen}‘ldlk&n Terhadap
Fﬂiaramgan Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan
Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun
2001 Nomaor 20);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir
Tahun 2016 Nomeor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Dan
BUPATI TOBA SAMOSIRE
MEMUTUSKAN

Menetapkan ; FPERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSTAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penvelenggara urusan Pemerintaham oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan priosip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dserah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

4, Bupati adalah Bupati Kabupaten Toba Samaosir.

5. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah.

6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir.

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terpadu, terarah, dan
berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

8, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materisl,
spirtitual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mempu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sesialnyva.

9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisast pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara
wajar dalam kehidupan masyarakat.

10, Perlindungan Sosial adalah semusa upayva vang diarahkan untuk mencegah
dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial,

1 1. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunval
daya, schingga mampu memenuhi hidupnva secara layak.

12, Jaminan Sosial adalah skema vang melembaga untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang lavak.
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Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
adalah ukuran kelavakan harus dipenuhi secara minimum baik mengenal
pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelengparaan
Kesejahteraan Sosial.

. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semusa hal yang

berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung
atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau
alam, untuk yang bersifat manusiawi arau sosial meliputi | Pekerja Sosial
Masyarakat, Organisasl SBosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha.

Pekerja Sosial Profesional adalah sesecrang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
pekeriaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial vang diperolel
melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan
sosial lugas-tupgas pelayanan dan penanganan maszlah sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah sescorang yang dididik dan dilatik
secaraprofessional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial dan/arau sescorang vang bekerfa, baik di
lembaga pemerintah maupun swasta vang ruang lingkup kegiatannya di
hidang kesejahteraan sosial,

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ‘adalah sescorang yang diberi
rugas untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejshterazan
Sosial, terlibat bimbingan dan penyuluhan sosial, pengembangan jejarng
dan koordinast di tingkat Kecamatan.

. Relawan Bosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyaraiar, baik

berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang
pekerjaan sosial, tetapl melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang
sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan
atall tanpa tmbalan. _

Pelaku Penvelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah mmdividu, kelompok,
lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosial
vang melaksanakan penvelenggaraan kescjahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, balk yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,

keluarga atau kelompok masyarakat yang karens suatu hambatan,
kesulitan atau gangzuan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan
karenanya tidalc dapar menjalin hubungan yang serasi dan kreauf dengan
lingkungannyva sehingga tidak dapat terpenuli kebutuhan hidupnya
(jasmani, rohani dan sosial] secara memadai dan wajar. Hambatan,
kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kererlantaran,
disabilitas, ketunasosialan keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi
atau perubahan lingkungan(secara mendadak) vang kurang mendukung
atzu kurang menguntungkan

. Fakir Miskin adalah grang vang sama sekali tidak mempunysi sumber

mata pencaharian dan tidak mempunyal kKemampuan memenuhi
kebutuhan dasar seperti ; sandang, pangan, perumahan, kesehatan,
pendidikan dan pekerjaan vang lavak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisilt,intelektual, mental dan atau sensosrik dalam jangks waktu lama vang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secars, penuh dan elektfl dengan warga
negara lainnva berdasarkan kesamsaan hak,

Anak adalah seéseorang vang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak vang masih dalam kandungan,
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Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami
istri, atau suami istri dan anaknva, atau avah dan anakmya, atau ibu dan
anaknyva, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawsah
sampal derajar ketiga,

). Masyarakat adalah persecrangan, keluarga, kelompok, badan hukum atau

usaha, dan lembaga kesejahtersan sesial dan atau organisasi
kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial.

. Anak Balita Terlantar adalali anak dibawah lima tahun vang mengalami

gangguan perrumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya
kerena orang tuanva miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat
melakukan kewsajibannya sebagai orang tua,

Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidal terpenuhi kebutuhan dasar
mdupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah
satu/ kedua orang tuanya meninggal dunia/tdak harmonis.

Anek Nakal adalah anak usia sekolah berprlaku menyimpang dari
norma/kebiasaan yang beriaku di masyarakat, lingkungan sosialoya
schingga merugikan dirinva, keluarganya, dan orang lain vang dapat
mengpangeu ketertiban umum,

Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian
besar hidup dan waktunva di jalanan dan tempat umum untuk mencari
nafkah.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/ dewassa, sebslum
menikah/ janda tidak mempunyal penghasilan cukup untuk memenuhi
keburtuhan hidupnya,

Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusis diatas 60 tahun yvang tidak
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik
Jasmani, rohani, maupun sosiainva,

Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia vang terancam
secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekeraszan
diperlakukan salah/ tidak semestinya bailk oleh keluarga maupun
lingkungan sosialnya.

Tuna Susila adalah adalah sessorang vang melakukan hubungan seksual
baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yvang bukan soami/ isterd
dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/ jasa.

FPengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara
meminta-minta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang
lain,

Gelandangan adalah seseorang/ sekolompok vang hidup tdak sesuai
berlaku di masyarakat karena tidak memiliki mata pencaharian, dan
tempat tinggal vang tetap,

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasvarakatan adalah sesecrang yang
telah selesal/ segera mengakhiri masa hukuman/ masa pidananvya.
mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan
sosialnya.

Korban Penyalahgunazn Napza adalah seseorang yang menggunakan
narkotika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa
sepengetahuan dolkter yang berwenang.

Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga vang sama sekali tidak
mempunyal sumber mata pencaharian selingga tidak mampu memennhi
kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya.
Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga vang memiliki kondisi
rumah/ lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara
fisik, kesehatan, maupun sosialnva,

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah hubungan keluargs antara
suammi, isteri dan anak-anaknya kurang serasi sehingga tugas dan fungsi
keluarga 1tu tidak berjalan wajar sebagaimana mestinya,

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budayva yvang bersifat
lokaldan rerpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan
pelayanan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.



43 Korban Bencana Alam adalah perseorangan/keluarga/sekelompok
masyarakal yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa
bumi baik tektonik/letusan gunung berapi/tanah longsor, banjir karena
kerusakan alam/stunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya
vang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial
ekonomi lainnya,

44 Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah

perorangan/keluarga/sekelompok masvarakat yang menderita akibat
kerusuhan sehingga mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan
fungsi sosialnya baik secara lisik,mental, maupun sosialnya,

435, Korban Migran Bermasalah Sosial adalall seseorang yvang bekerja dan

46.

bertempat sementara diluar tempat rtinggal dimana asal orang tersebut
renetap, permasaiahan sosial dan terlantar.

Orang dengan HIV/AIDS, (ADHA] adalah seseorang berdasarkan
rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS
sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar,

47, Keluerga Rentan adalah keluarga muda vang menikah (5 tehun usis
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pernikanan] mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar,

Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga,
kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial)
dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan
sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan,

Pekerja Sosial adalah Pegawal Negeri 3ipil vang diberi tugas, tanggung
Jjawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat vang berwenang
untuk meleksanakan pelayanan keseglahteraan sosial di lingkungan
instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya,

. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan
maupun kelompok yang mempunyal minat perhatian, kemauan dan
kemampuan untulk secara sukarela melaksanakan usaha kesejzhteraan
sosial atau mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.

Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
pekerjaan sostal, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh
melalul pendidikan, pelaghan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelavanan dan penanganan
masalah sosial.

2. Organisasi sosial yang selanjumya disébut orsos adalah Lembaga

Pemerintah,lembaga swasta maupun lembaga lalnnya, Yayvasan, Badan
Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum vang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial,

BADB II
ABSA3, MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

nvelenggaraan kesgjahteraan sosial diselénggarakan berdasarkan asas:

. Resetiakkawanarn
. keadilan;
. kemanfaatan;

. keterpaduan;

kemitraan;
lkkererbukeaan:

cakuntabilitas;
. partisipasi,

profesional: dan

. berkelanjutan,



Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin
penyelenggaraan kese_;ahteraaa sosial secara terarah, terpadu dan
!::erhalanjutan vang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masvarakat
sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal &

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup,

b, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

¢. meningkatkan ketahanan sosial masyarakar dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial,

d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungiawab sosial dunia
usaha serta masvarakar dalam penyelenggarsan kesejahteraan sosial
secara melembaga dan berkelanjutan;

e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAE III
SASARAN

Pasal 5

(1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PMKS.
(2] PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. keluarga,
b, anak:
¢. perempuan,
d lanjut usia;
e, penyandang disabilitas;
f, tuna sosial, '
(3] Keluarga PMKS sebagaimana dimalesud dalam ayat (2) huruf a, meliputd:
a. keluarga berumah tidak lavak lyuni:
b, keluarga rentan sosial ekonomi;
¢. keluarga bermasalah sosial psikologis;
d. keluarga fakir miskin, dan
¢, korban bencana sosial.
(4) Anak PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi;
. anak balita rerlantar;
. anak terlantar;
. anak jalanan;
, anak nalal
carak disabilitas,
anak yang berkebutuhan hulum:
. anak yang berkaonflik dengan hukum;
.anak vang menjadi korban tindak pidang; dan/atau
. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
(5) Perernpuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ meliputi:
&. perempuan rawan sosial ekonomi, dan/atau
b, perempuan korban tindak kekerasan.
(6) Lanjut Usia PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi;
a, lanjut usia terlantar;
b, lanjut usiz penvandang disahilitas;
¢. lanjur usia fakir miskin; dan/atau
d. lanjut usia korban tindak kekerasan. _
(7) Penyandang disabilitas PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
e meliputi
a, disabilitas fisik;
b, disabilitas intelektual;

bagdln i1, - B !::.ﬁ-.:rj:c



¢. disabilitas mental; dan/atau

d. disabiliras sensorik. _
(8] Tuna Sosial PMKS sebagaimana dimaksud dalam avat (2) huruf f meliputi;

a. gelandangan;

b, pengemis;

€, orang terlantar:

d. korban penyalahgunaan Napza;

¢. bekas Nerapidans;

{. orang dengan HIV/AIDS (ODHAJ;

2. bekas penyakit krants: dan /atau

h. tuna susila.

BABTV
RUANGC LINGKUP

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan

Kesejahteraan sosial vang meliputi:

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan dan penanganan,

¢. Pembinazn dan pengawasan;

d. Penerapan sanksi atas pelanggaran;

e, Hvaluasi dan pelaporan.

(2] Perencanaan kesgjahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang
menangani Urusan perencanaan penyelenggasraan Pemerintahan Daerah
dan didukung oleh instansi vang menangani urusan sosial,

[3] Pelaksanaan dan penanganan kesgjahteraan sosial dilakulan secara
koordinatif dan lintas sektoral.

(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dilakulkan oleh Kepala Daeral.

(5) Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimansa
dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kepada peiabat yang ditunjuk
sesual dengan tugas dan fungs! Organisas: Perangkat Dasrah,

(6] Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dilakukan oleh instansi yeng mempunyai tugas menegakkan Peraturan
Daerah dan menyelenggarakan ketertlban umum dan ketentraman
masyarakal, instansi yang menangami Urusan sosial dan / atau pejabat
yang berwenang sesual Peraturan Perundang-Undangan.

(7] Evaluasi dan pelaporan penvelenggaraan lesejahiteraan sosial dilakukan

oleh penvelenggara kesejahteraan sosial,

—
i

BAB V
TANGGUNG JAWARE DAN WEWENANG

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Kesajahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah,
(2] Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
kesejahleraan sosial meliputl: '
a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dlalam anggaran pendapatan dan belanjz daerah;
b. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakar yvang
menyelenggarakan Kesejahteraan sosial;
c. ‘memelihara rtaman makam pahlawsan; dan
d. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan
sosial.



Pasal 8

Wewenang Pemermtah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
meliputi:

a

el

(1)

(<)

{3

(3)

penctapan kebljakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yvang bersifat
lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di
bidang kesejahteraan sosial,

koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran
antiuan sosial sesual dengan kewenangannva,

pemeliharasn taman makam pahlawan; dan

pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan keseriakawanan sosial,

BAD VI
FENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN 3QSTAL
Bagian Kesatu
Penvelengpgaraan

Pasal 9 -
Pemmerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggarazn pelayanan
kesejahteraan sosial di daerah sesuai kewenangan, berdaszarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalud wadah
organisasi sosial sebagal potensi pengembangan sumber-sumber
kesejahteraan sosial,
Penyvelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud-
pada ayal (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok
dan/atau masvarakat
Penyelenggaraan pelavanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
pada avat (l) dan ayat (3), dipriontaskan kepada masyarakat yvang
memiliki kehidupan yang tidak lavak secara kemanusiaan dan memilik
kriteria masalah sosial, meliputi:
a. kemiskinan,
t, keterlantaran,
¢. kedisabilitasan;
d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
e. korban bencana; dan/atau
f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi
Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
pada avat (1), diselenggarakan melalui |
. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
. pelavanan kesehatan;
. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
. bantuan sosial;
kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
pemeliharaan tarafl kesejahteraan sosial |
. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
. bantuan hukum;
perawaran dan pengasuhan,
1. pelavanan pendidikan dan rekreasi;
k. rehabilitasi sosial;
l. bantuan sosial;
m.pelayanan administrasi kependudulkan dan catatan sipil;
n. bantuan sosial;
o. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
p. alisesibilitas sarana dan prasarans transportasi;
q. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
r. aksesibilitas pekerjaan yang lavak sesual ketentuan perundang-
undangan; 3
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Pemerintah Daerah melakukan koordinasl dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi;
a. rehabilitas) sosial;

b. jaminan sosial;

¢. pemberdayaan sosial; dan/atau

cd. perlindungan sosial.

(1)

(2)

&

(4

(1)

(2)

{3

TR el 0.0 om

Bagian Kedua
Rehahilitasi Sos:al

Paszal 11

Rehahilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurufl a,
dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS
vang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
SECATR WEjAT,

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapar
dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga,
masyarakat maupun pantl sosial,

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) diberikan dalam
bentuk
. motivasi dan diagnosis psikososial;
. perawatan dan pengasuhan;
pelatihan vokasional dan pembinaan Kewirausahaan;
. bimbingan mental spiritual;
. bimbingan fisik:

bimbingan soesial dan konseling;

pelayanan aksesibilitas;
. bantuan dan asistensi sosial;

bimbingan resosialisasi;

bimbingan lanjut; dan/atau
ke rujukan, .

Ketentuan lebih lanjut mengenal rehabilitasi sesial diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal |2

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,

dimaksudkan untuk:

a, mefgamin fakir miskin, anak vatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyvandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan
mental, eks penderita penyakit kronis vang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarmnya terpenuhi;

b, menghargal pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas
jasa-jasanva,

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a diberikan

dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung

berkelanjutan,

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b diberilkan

dalam bentuk runjangan berkelaniutan.



(%)

(=

(1)

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
menurut kefentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempaft
Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

Pemberdayaan sosial sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.

dimaksudkan untuk:

a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat vang
mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mamipu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri; dan/atau

b. meningkatkan peran serta lembage dan/atau perseorangan sebagai
potensi dan sumber dayva dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf a,
cilakukan melalua:
a, peningkatan kemauan dan kemampuan,

b penggalian potensi dan sumber dava kesejahteraan sosial;

¢. penggalian nilai-nilai dasar;

d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan usaha,

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dilakukan dalam bentuk:

dingnosis dan pemberian motivasi;

pelatthan keterampilamn,

pendampingan;

pemberian stimulan modal, peraiatan usaha, dan tempat usaha;
peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

supervisi dan advokasi sosial;

penguatan keserasan sosial,

penataan lingkungan; dan/atau

i. bimbingan lanjut.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
dilakukan dalam bentulk:

a&. diagnosis dan pemberian motivasi;

b, penguatan kelembagaan masyarakar;

¢, kemitraan dan penggalangan dana: dan/atau

d. pemberian stimulan,

Ketentuan lebilh lanjut mengenai pemberdayaan sosial diatur dalam
Peraturan Bupati,

Tm e as o

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasgal 14

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d,
dimalksudkan unruk mencepgah dan menangani risiko dari guncangan dan
kerentanan sosial seseorang, keluarga. kelompok dan masvarakat vang
mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan; hidupnyva
dapart dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal,
Perlindungan sosial sebagaimansa dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
melalug:

a. bantuan sosial;

b, advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.



(1)

(2]

[4]

Pasal 15

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a,
dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup
secara wajar,

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara
dan/atau berkelanjutan dalam bentuk;

&, bantuan langsung;

b penyediaan aksesibilitas; dan/atau

€. peniguatan kKelembapgaan,

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avat (2) huruf b
dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat vang dilanggar haknya.

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk penyadaran hak dan kewajiban. pembelaan dan pemenuhan hak.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalem Pasal 14 ayat (2) huruf ¢
diselenggaralcan untuk mewakili kepentingan warga negara yang
menghadapl masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam
maupun luar pengadilan.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada avat (1] diberikan dalam
bentuk pembelaan dan konsultasi hiikum,

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial diatur dalam
Peraturan Bupati,

Pasal 16

Retentuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba Samosir
dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

BAEB VII
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilalukan
melalul usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirauszhaan sosial dan
termasulk pengembangan polensi sistem sumber kesgjahteraan sosial.
Penanganan masalah kesejahteraan sosial di daerah wajib dilakukan oleh
Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan
masyarakat melalul program-program penanganan masalah sosial dengan
pendekatan yang menveluruh,

Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dilakukan melalui kegiatan:

&, preventf;

b. kuraf, dan/atau

¢. rehabilitatif,



Bagian Kedua
[leaha Preventif

Pasal 18

(1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat (3) huruf a,
adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurang terjadinva
masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi,

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif
sebagalmana dimaksud pada evat (1), diatur dalam Peraturan Bupatl,

Bagian Ketiga
Usaha Kurartif

Pasal 19

(1} Usaha kuratif sebagaimana dimalksud dalam Pasal 17ayat (3) huruf b, raity
serangkalan kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan
bagi PMKS.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kurarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempar
Usaha Rehabilitatif

Pasal 20

(1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3] huruf c,
adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PMKS ke
masyvarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat,

(2] Penanganan usahlia rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melalul panti-panti sosial, dapatr dilakukan di panti-panti yang ada di
dalam daerah dan di luar daerah.

(3] Kelentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VTN
PENYTUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 21

(1) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan
Dinas BSoslal disusun berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undanganvang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional
dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Toba
Samosir ;

|2] Program /kegiatan penyelenggaraan keselahteraan sosial yang dilaksanakan
Dinas Sosizl disusun berdasarkan Data Base Penvandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(P3KS) yang bersumber dari Data Desa/Data Kelurahan dan diketahui oleh
Camat setempat,

(3] Program/kegiatan penyelenggaraan leesejahteraan sosial vang dilaksanakan
Dinas Sosial diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para
penyéndang masalalh  kesgjahteraan  sosial (PMKS), kemandirian
masyarakat, membantu meringankan beban magvarakat,

\4] Untuk mendapatkan data yang valid, harus dilakukan update data sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,



BAB IX
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Sumber daya penyelenggaraan kesejahiteraan sosial di daerah, meliputi:
a. sumber dava manusia;

b, sarana dan prasarana; dan

¢. sumber pendanaan.

(1)

Bagian Kedua
Sumber Dava Manusia

Pasal 23

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huraif a.
terdiri dari

a. Tenaga tenaga kesejahteraan sosial;

b. pekerja sosial profesional;

¢. relawan sosial

d. penyvuluh sosial; dan

e. PSKS lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl dari
unsur Pemerintah Daerah, dan atau masyvarakar,

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
rugas untuk melakukan penvelenggaraan kesejahteraan sosial dengzn
mengorganisasikan dan/ atau memberikan pelayanan sosial baik langsung
maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial,
Pemberdayaan Sosial, dan atau Perlindungan Sosial,

(4) Tenaga kesegjahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial

5]

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling
kurang memiliki kualifikasi:

a. pendidikan di bidang kesegjahteraan sosial:

L. pelatihan dan keterampilan pelavanan sosial; dan/atau

¢. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

| Tenaga kesgjahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh

sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d
memperaleh;

& pendidilkan;

b. pelatihan

¢, tunjangan, dan/atau

d. penghargaan.

Ketentuan lebik lanjut mengenai pembinaan dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan peru ndang-undangan,

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Sarana dan prasarana penvelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di
dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

a. pusat kesejahteraan sosial (Puskessos);

b. pusat rehabilitas! sosial;

¢. pusar pendidikan dan pelatihan:



d. pant sosial;
e, rumah singgah; dan
f. rumah perlindungan sosial.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilaksanaksn secara bertahiap dan berkesinambungan berdasarkan skala
prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS,

(3) Sarana dan prasarana penvelenggaraan pelayanan kesejahterasn sosial
milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialih fungsiken,
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana
penyelenggaraan kesgiahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupatl,

Baglan Keempar
Sumber Pendanaan

Pasal 25

(1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c

meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumbangan Masyarakat;

c. [ana yang disisihkan dari badan usaha sebagali kewajiban dan
tanggung jawab sosial dan lmgkungan;

d. Bantuan asing sesual dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

e Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2] Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huru! a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3} Pengumpulan dan penggunasn sumber pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, huruf d,dan hHuruf e dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
FERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan vang seluas luasnya untuk berperan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraruran
perundang-undangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan oleh:

8, perseoTangan;

b. keluarga;

¢, organisasi keagamaan;

d. organisasi sosial kemasvaralkaran;
e. lembaga swadaya masyarakat:

[. organisasi profesi:

g badan usaha;

h. lembaga kesejahteraan, dan/atau

i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

(3] Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung
keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenal peran masyvarakat diatur derigan
Peraturan Bupati,



BAB XI
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBACA
KESTJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 27

(1] Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib

mendaftar kepada unit kerja yang menangani bidang sostal di Daerah.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
cepatl, mudah dan tanpa hiava.

(3] Lembaga sebagaimana dimaksud pada avat (1) hanva melaksanakan
kegiatannya di wilavah Daerah.

Pa=zal 28

inas wajib mendata lembaga vang menyelenggarakan kesgjahteraan sosial

Pasal 29

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan
keseiahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i,
wajib mempereleh zin dan melaporkan kegiatannva kepada Bupat! sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagl lembaga yang
menyeienggarakan Kesgjahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagl lembaga
kesejaliteraan sosial asing sesual dengan kewenangannyva sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalani Peraturan Bupati.

BAB XII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah wajih menyusun standar pelayanan minimal
penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannys,

(2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan
sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, vang
ditetapkan,

(3] Ketentuan lebth lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan minimal
sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati,

BAB Xl
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesaru
Kerjasama

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangks
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.



(2}

(2]

[H)
12]

(3]

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada avat (1),dilakukan dengan:
4. Pemerintah Daerah lainnva; '

b. pihak luar negeri; dan/atau

¢. pihak lain,

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. bantuan pendanaan;

b, bantuan tenaga ahli;

¢. bantuan sarans dan prasarana;

d. pendidikan dan pelatihan;

2. pemulangan dan pembinaan lanjut;

f. penyuluhan sesial; dan/atau

g. kerjasama lain sesuai kebutuhan,

Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat membentuk Kkemitraan dengan masvarakat
dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan
kesejahteraan sosial, sesuaf ketentuan peraturan perundang undangan.
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada avat (1).dilakukan melalui:

a. penyediaan dana kesejahteraan sosial,

b. pengembangan ilmu pengetshuean dan teknologi;

c. penelitian dan pengembangan; '

d. peningkatan lkapasitas tenaga kescjahleraan sosial,pekerja sosial
profesional, relawan sosial, pelaku penvelenggara kesejahteraan sosial
dan lembaga kesejahteraan sosial;

e, sarana dai prasarana; dan/atau

[ keglatan lain sesuai kesepalkatan,

BAB X1V
SISTEM INFORMASI

Pasal 34

Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial.

Sigtem informasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi kondisi
penyelenggaraan pelayanan kesejahterman sosial dan jaringan sistem
informasi harus mudah diakses oleh masvarakar.

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi
dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Peraturan Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orany mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba
Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal & mel 2019
BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/ Dto
DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige i
pada tanggal (p Wef 2019

Fit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Cap/ Dio
HARAPAN NAPITUPLILU

Salinan sesuai aslinva

Y
X BURMARSANT! SIAGIAN, SH
sl SAYLPEMBINA

NIP 19750804 200502 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR £

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : (2/46/2019)



